
BUPATI SAMOSIR
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR 
NOMOR Xbb TAHUN 2020 

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN 
PEGAWAI, NILAI TERTINGGI TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DAN 

DAFTAR AKTIVITAS PEGAWAI PADA APLIKASI E-KINERJA 
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR

BUPATI SAMOSIR,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan kinerja dan disiplin Pegawai

Negeri Sipil serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang 

baik, perlu diberikan tambahan penghasilan Pegawai Negeri 

Sipil berdasarkan beban kerja kepada pegawai untuk memacu 

produktivitas dan meningkatkan kinerja serta kesejahteraan 

pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Samosir Nomor 69 

Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir perlu ditetapkan 

jabatan lainnya, besaran komponen, tata cara perhitungan 

dan mekanisme pembayaran TPP dilingkungan Pemerintah 

Kabupaten Samosir;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan 

Keputusan Bupati Samosir tentang Petunjuk Teknis 

Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai, Nilai Tertinggi 

Tambahan Penghasilan Pegawai dan Daftar Aktivitas Pegawai 

pada Aplikasi E-kineija di Lingkungan Pemerintahan 

Kabupaten Samosir;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286);



2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan 

Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di 

Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4346);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang* Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin 

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5135);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan 

danJ Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang

Penilaian Kineija Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77);



10. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 

tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir 

(Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 

Seri D Nomor 28);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman 

Penetapan Sistem Tunjangan Kineija Pegawai Negeri;

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk 

teknis perjanjian kineija, pelaporan kineija dan tata cara 

review atas laporan kineija instansi pemerintah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-5449 Tahun 2019 

tentang Tata cara persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap 

Tambahan Penghasil Pegawai Aparatur Sipil Negara di 

Lingkungan Pemerintah Daerah;

15. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 

Tahun 2010 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan 

Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS;

16. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 

Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri 

Sipil;

17. Peraturan Bupati Samosir Nomor 6 Tahun 2020 tentang 

Alur/garis koordinasi Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir 

dengan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Samosir (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 

2020 Nomor 8 Seri F Nomor 626);

18. Peraturan Bupati Samosir Nomor 8 Tahun 2020 tentang 

Ketentuan Jam Keija dan Penggunaan Daftar Hadir -Bagi 

Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir (Berita 

Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2020 Nomor 10 Seri F 

Nomor 628);



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

19. Peraturan Bupati Samosir Nomor 17 Tahun 2020 tentang 

Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Samosir (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 

2020 Nomor 19 Seri F Nomor 637);

MEMUTUSKAN :

: Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembayaran Tambahan 

Penghasilan Pegawai, Nilai tertinggi Tambahan Penghasilan 

Pegawai dan Daftar Aktivitas Pegawai pada Aplikasi E-Kinerja di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati 

Samosir ini.

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini 

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD) Kabupaten Samosir dan sumber-sumber lain yang sah 

dan tidak mengikat.

: Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal 1 Maret 2020 dengan 

ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan 

di dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan 

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan 

Pada tanggal 2.0 2020

Tembusan disampaikan kepada: 
Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.



LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR :\% TAHUN 2020

TANGGAL : d'O Apzi 2020

TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN 
PEMBAYARAN TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI, NILAI 
TERTINGGI TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI DAN 
DAFTAR AKTIVITAS PEGAWAI PADA 
APLIKASI E-KINERJA DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 

KABUPATEN SAMOSIR

I. Ruang Lingkup

1. TPP diberikan kepada Pegawai.

2. TPP tidak diberikan  kepada :

a. Pegawai yang diberhentikan sementara atau dinonaktifkan;

b. Pegawai yang diberhentikan dari jabatan organiknya dengan diberikan 
uang tunggu dan belum diberhentikan sebagai PNS;

c. Pegawai yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas 
tugas untuk mengambil masa persiapan pensiun;

d. Pegawai yang diperbantukan atau dipekerjakan pada instansi selain 
instansi Pemerintah Daerah;

e. Pegawai yang dibebas tugaskan dari jabatannya karena melaksanakan 
tugas pengembangan kompetensi; dan

f. Pegawai yang ditugaskan menjadi Sekretaris Desa.
3. TPP dapat dibayarkan kepada :

a. JF Guru;
b. Kepala Sekolah;
c. Pengawas Sekolah;

d. Pegawai yang menjalankan tugas pelayanan kesehatan dan/atau telah 
memperoleh uang jasa pelayanan kesehatan;

e. Pegawai yang bekerja pada BLUD; dan

f. Jabatan lainnya
4. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu

tertentu.



5. Cuti wajib dibuktikan dengan surat cuti yang dikeluarkan oleh pejabat yang 

berwenang terdiri dari Cuti tahunan, Cuti karena alasan penting, Cuti sakit, 

Cuti besar, Cuti diluar Tanggungan Negara dan Cuti melahirkan.

6. Cuti selain cuti diluar tanggungan Negara diberikan tambahan penghasilan 

dengan wajib memilih aktivitas cuti pada aplikasi ekineija yang diinput per 

hari keija dan berlaku satu hari penuh.

7. Mekanisme tentang pemberian cuti diatur pada Peraturan Badan Kepegawaian 

Negara Nomor 24 tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai 

Negeri Sipil.

8. Pegawai yang menduduki jabatan-jabatan tertentu yang dibayar secara 

Lumpsum antara lain:

a. Jabatan Fungsional Tertentu pada Dinas Pendidikan, Dinas Pertanian, 

Dinas Kesehatan dan RSUD Dr. Hadrianus Sinaga;

b. Dokter Spesialis pada RSUD Dr. Hadrianus Sinaga;

c. Petugas kamar mayat pada RSUD Dr. Hadrianus Sinaga;

d. Pranata jamuan pada RSUD Dr. Hadrianus Sinaga;

e. Jabatan pelaksana dibawah Instalasi pada RSUD Dr. Hadrianus Sinaga;

f. Jabatan pelaksana pada Sekolah;

g. Jabatan pelaksana pada Puskesmas;

h. Petugas Retribusi dan Pemungut pajak;

i. Kepala Instalasi pada RSUD Hadrianus Sinaga;

j. Ajudan Lapangan Bupati dan Wakil Bupati;

k. Petugas Pos pelabuhan pada Dinas Perhubungan;

l. Jabatan Pelaksana pada Balai Benih Ikan (BBI);

m. Kasubbag, Jabatan pelaksana, Bendahara, Pengurus Barang pada U PT 

Kebun Raya Samosir;

9. Mekanisme lumpsum adalah sebagai berikut:

a. Dibuktikan dengan presensi;

b. Pegawai yang Kekurangan Jam Keija selama 30 jam (4 hari) secara 

kumulatif selama satu bulan tanpa alasan yang jelas, tambahan 

penghasilan berdasarkan beban keija dibayarkan 50% dari yang 

seharusnya diterima;

c. Pegawai yang Kekurangan Jam Keija lebih dari 30 jam (4 hari) secara 

kumulatif dalam sebulan tanpa alasan yang jelas tidak dibayarkan 

tambahan penghasilan.

10. Pegawai yang melaksanakan tugas tertentu diluar tupoksi karena kelangkaan 

profesi, keahlian, dan lainnya diberi TPP Tambahan dengan menggunakan



aplikasi ekinerja, antara lain:

a. Polg'a Pemilihan UKPBJ dan Staf pendukung UKPBJ, pada Sekretariat 

Daerah Kabupaten Samosir;

b. Administrator SIMDA, Asisten Administrator SIMDA, Supervisor gaji, 

Operator gaji, Administrator SIMDA BMD, KBUD pada Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah;

c. Operator Pengaduan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Samosir;

d. Operator Console PBB-P2 pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Samosir;

e. Operator Jaringan dan Asisten Operator Jaringan pada Dinas Komunikasi 

dan Informatika Kabupaten Samosir;

f. Admin Ekineija dan Asisten Admin Ekinerja pada Badan Kepegawaian 

Daerah;

g. Polga Ekineija pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

h. Pegawai yang merangkap sebagai Sekretaris KORPRI;

11. Pegawai yang melaksanakan tugas tertentu di luar tupoksinya sesuai dengan 

poin 10 ditetapkan melalui Keputusan Bupati dan diberi TPP sebesar hasil 

penjumlahan TPP jabatan dan TPP tugas tambahan.

12. Kasubbag/Kasubbid yang menangani Perencanaan/Program/Evaluasi diberi 

TPP sebesar hasil penjumlahan TPP jabatan dan TPP tugas tambahan.

13. Besaran tambahan penghasilan bagi pegawai yang merangkap sebagai 

Pelaksana Tugas (Pit) yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat' 1 

(satu) bulan kalender dan ditetapkan melalui Keputusan Bupati Samosir diberi 

TPP Tambahan.

14. Ketentuan mengenai TPP tambahan yaitu :

a. Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap 

sebagai Pit menerima TPP Pegawai ASN tambahan, ditambah 20% (dua 

puluh persen) dari TPP Pegawai ASN dalam Jabatan sebagai Pit pada 

Jabatan yang dirangkapnya;

b. Pejabat setingkat yang merangkap Pit jabatan lain menerima TPP 

Pegawai ASN yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari 

TPP Pegawai ASN yang lebih rendah pada Jabatan definitif atau Jabatan 

yang dirangkapnya;

c. Pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap 

atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Pit. atau Plh. 

hanya menerima TPP Pegawai ASN pada Jabatan TPP ASN Pegawai yang 

tertinggi;



15. Koordinator Aplikasi e-kineija dan pelaksanaan e-Kineija sekaligus 

melaksanakan supervisi adalah SKPD yang menangani Kepegawaian.

16. Kepala SKPD yang menangani kepegawaian sebagai pengelola Aplikasi e-kinerja 

menghunjuk pegawai sebagai Administrator e-kinerja dan ditetapkan melalui 

Keputusan Bupati Samosir.

17. Uraian tugas administrator e-kineija yang dibentuk oleh SKPD yang menangani 

kepegawaian diatur lebih rinci di Keputusan Bupati.

II. Komponen Tambahan Penghasilan
Komponen tambahan penghasilan pegawai terdiri atas :

a. tambahan penghasilan statis; dan

b. tambahan penghasilan dinamis.

Tambahan penghasilan dinamis terdiri atas :

a. tambahan penghasilan dinamis individu; dan

b. tambahan penghasilan dinamis SKPD.

III Tambahan Penghasilan Statis
1. Tambahan penghasilan Statis adalah Tambahan penghasilan yang memiliki 

bobot 20% dari besaran tertinggi TPP.

2. Tambahan penghasilan statis diberikan berdasarkan hukuman disiplin 

Pegawai

3. Besaran Tambahan penghasilan Statis dihitung dengan rumus sebagai 

berikut:

(Nilai Tertinggi Tambahan penghasilan X 20%) - A

Besaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Hukuman disiplin = A

(Nilai Tertinggi Tambahan penghasilan X 20%) X Hukuman disiplin



4. Yang dimaksud dengan Presensi yaitu ketaatan masuk dan pulang keija 

sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan pada Peraturan Bupati Samosir 

Nomor 8 Tahun 2020 tentang Ketentuan Jam Keija dan Penggunaan Daftar 

Hadir Bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir.

5. Penggunaan mesin finger print dapat dilakukan diluar jam pulang keija 

Pegawai.

6. Cuti selain cuti diluar tanggungan negara, sesuai ketentuan yang berlaku 

tidak mengurangi jam keija Pegawai atau dianggap hadir pada jam keija 

dan dibayarkan tambahan penghasilan.

7. Perhitungan poin aktivitas cuti ditetapkan sebagai berikut:

a. Cuti melahirkan : 375 per hari cuti

b. Cuti Sakit : 300 per hari cuti

c. Cuti selain cuti diluar tanggungan Negara : 250 per hari cuti

8. Pegawai yang mengikuti Bimtek/Diklat wajib memilih aktivitas Mengikuti 

Bimtek/Diklat dan diinput per hari keija dan berlaku satu hari penuh pada 

aplikasi ekineija dengan poiil 450.

9. Hukuman disiplin adalah hukuman yang diberikan kepada Pegawai karena 

ketidaksanggupan untuk menaati kewajiban dan melanggar aturan yang 

ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan 

kedinasan.

10. Hukuman disiplin harus ditetapkan melalui Surat Keputusan-oleh pejabat 

berwenang sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara 

Nomor 21 Tahun 2010 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan 

Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai.

11. Hukuman disiplin menjadi faktor pengurang tambahan penghasilan statis 

dengan ketentuan :

a. Tidak mendapat hukuman disiplin dikurangi 0%;

b. Hukuman disiplin ringan dikurangi 10%;

c. Hukuman disiplin sedang dikurangi 20%;

d. Hukuman disiplin berat dikurangi 50%.

IV. Tambahan Penghasilan Dinamis
1. Tambahan penghasilan Dinamis adalah tambahan penghasilan yang 

memiliki bobot 80% dari besaran tambahan penghasilan tertinggi.

2. Komponen tambahan penghasilan dinamis adalah :

a. Tambahan penghasilan Dinamis Individu dengan bobot 80% dari 

tambahan penghasilan dinamis; dan



b. Tambahan penghasilan Dinamis SKPD dengan bobot 20% dari 

tambahan penghasilan dinamis.

A. Tambahan Penghasilan Dinamis Individu
1. Tambahan Penghasilan Dinamis (A)

Nilai Tertinggi Tambahan X 80%
penghasilan

2. Besaran Tambahan penghasilan Dinamis Individu dihitung dengan 

rumus sebagai berikut:

A X 80% X Persentase capaian poin setiap pegawai

3. Tambahan penghasilan dinamis individu didapatkan dari akumulasi 

poin aktivitas dalam setiap bulannya yang dikonversi terhadap 

persentase capaian poin aktivitas individu.

4. Persentase capaian hasil keija individu untuk Eselon II, Eselon III, 

Eselon IV dan Jabatan Pelaksana dihitung dengan standar sebagai 

berikut:
Kode

Capaian
Hasil
Keija

Standar
Poin

Penambahan 
Poin Eselon

n

Penambahan 
Poin Eselon 

III

Penambahan 
Poin Eselon 

IV
Penambahan 

Poin staf
Persentase

Capaian
Poin

K . l 6 .0 0 0 le b ih  d a r i  
7 0 0 0

le b ih  d a r i  
5 0 0 0

le b ih  d a r i  3 0 0 0 le b ih  d a r i  
1 0 0 0

1 0 0 %

K .2 6 .0 0 0 5 6 0 1 - 7 0 0 0 4 4 0 1  -  5 0 0 0 2 7 0 1 - 3 0 0 0 8 0 1  -  1 0 0 0 9 0 %
K .3 6 .0 0 0 4 9 0 1  -  5 6 0 0 3 4 0 1 - 4 4 0 0 2 4 0 1 - 2 7 0 0 7 0 1 - 8 0 0 8 0 %
K .4 6 .0 0 0 4 2 0 1 - 4 9 0 0 2 4 0 1 - 3 4 0 0 2 1 0 1 - 2 4 0 0 6 0 1 - 7 0 0 7 0 %
K . 5 6 .0 0 0 3 5 0 1 - 4 2 0 0 1 9 0 1  -  2 4 0 0 1 5 0 1 - 2 1 0 0 5 0 1 - 6 0 0 6 0 %
K .6 6 .0 0 0 2 8 0 1 - 3 5 0 0 1 5 0 1  -  1 9 0 0 1 2 0 1  -  1 5 0 0 4 0 1 - 5 0 0 5 0 %
K .7 6 .0 0 0 2 1 0 1 - 2 8 0 1 1 0 0 1  -  1 5 0 0 9 0 1  -  1 2 0 0 3 0 1 - 4 0 0 4 0 %

K .8 6 .0 0 0 1 4 0 1 - 2 1 0 0 8 0 1  -  1 0 0 0 6 0 1 - 9 0 0 2 0 1 - 3 0 0 3 0 %
K .9 6 .0 0 0 7 0 1  -  1 4 0 0 5 0 1 - 8 0 0 3 0 1  -  6 0 0 1 0 1 - 2 0 0 2 0 %

K .  10 6 .0 0 0 1 - 7 0 0 1 - 5 0 0 1 - 3 0 0 1 -  1 0 0 1 0 %

5. Standar Poin 6.000 adalah standar capaian poin yang diperoleh Pegawai 

ketika memanfaatkan jam keija efektif selama satu bulan yaitu 5 jam x 

60 menit x 20 hari keija = 6.000 yang selanjutnya dikonversi menjadi 

poin. Poin 6.000 merupakan angka minimal yang harus dicapai oleh 

Pegawai untuk memperoleh Tambahan Penghasilan dari prestasi keija 

Dinamis Individu. Selanjutnya penambahan poin lebih dari 6.000 akan 

diberi tambahan penghasilan sesuai dengan capaian hasil keija.

6. Persentase capaian hasil keija individu (Eselon II, Eselon III, Eselon IV, 

dan jabatan pelaksana) yang diperoleh sesuai dengan capaian poin



Kategori (K.l s/d K. 10) dengan jumlah poin persentase dari Nilai 

prestasi keija dinamis individu seperti tabel diatas.

7. Total poin aktivitas yang diperoleh Pegawai setiap bulan berdasarkan 

total poin aktivitas yang telah dilaksanakan dan telah mendapat 

penilaian/persetujuan dari atasan langsung.

8. Besarnya poin setiap aktivitas ditetapkan sesuai dengan waktu normal 

dan bobot aktivitas sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.

9. Pegawai wajib menginput aktivitas yang telah selesai dilaksanakan ke 

dalam sistem aplikasi e-kineija.

10. Aktivitas setiap Pegawai wajib diperiksa oleh atasan langsung dan 

memberi penilaian.

11. Aktivitas-aktivitas lain yang tidak disebutkan secara spesifik pada 

daftar aktivitas pada aplikasi e-kineija sebagaimana disebut pada 

Lampiran III, maka aktivitas tersebut dapat diakomodir dalam aktivitas 

yang lebih mendekati aktivitas yang ada pada daftar aktivitas atau 

dapat memilih nama aktivitas Tugas Lainnya pada aplikasi ekineija 

untuk setiap nama tugas.

12. Apabila pada saat melaksanakan aktivitas perjalanan dinas luar daerah 

terdapat tugas lain selain maksud dan tujuan awal perjalanan dinas, 

maka pegawai yang bersangkutan memperoleh poin tambahan sebesar 

50% dari poin perjalanan dinas dan diakomodir pada aplikasi ekinerja.

13. Dalam hal melaksanakan aktivitas perjalanan dinas luar daerah 

Pegawai dapat melakukan aktivitas lain sebelum pukul 12.00 WIB pada 

hari keberangkatan dan setelah pukul 14.00 WIB pada hari 

kepulangan. Dimana poin aktivitas yang diperoleh diakumulasi dengan 

poin aktivitas perjalanan dinas.

14. Pegawai dapat melakukan aktivitas di luar hari dan jam kerja dan 

berhak menginput aktivitas pada aplikasi ekinerja.

15. Lama perjalanan diinput pada saat menggunakan aktivitas diluar 

kantor yang memerlukan waktu tempuh minimal 30 menit. Zona lama 

perjalanan pada aplikasi ekinerja merupakan akumulasi waktu 

keberangkatan dan waktu kepulangan.

16. Waktu aktivitas yang diinput tidak termasuk waktu tempuh yang 

digunakan.

17. Poin satu aktivitas yang berlanjut sebesar-besarnya adalah 600.

18. Pegawai menginput aktivitas yang telah selesai dilaksanakan ke dalam 

sistem aplikasi e-kinerja selambat-lambatnya 2 x 24 jam hari kerja.



19. Apabila Pegawai tidak dapat melakukan penginputan aktivitas dalam 

waktu 2 x 24 jam hari keija karena alasan tertentu, maka pengajuan 

aktivitas dilakukan secara manual dan harus mendapatkan 

persetujuan dari atasan langsung serta diinput kembali ke sistem 

melalui persetujuan SKPD yang menangani Kepegawaian.

20. Alasan tertentu yang dimaksud pada poin 19 antara lain :

a. Adanya kerusakan jaringan atau sistem secara menyeluruh di 

Kabupaten Samosir yang mengakibatkan tidak dapat dilakukan 

penginputan aktivitas dan penilaian aktivitas oleh atasan.

b. Apabila kerusakan jaringan hanya terjadi secara lokal/pada SKPD 

tertentu maka alasan kerusakan tersebut harus mendapat 

keterangan dari SKPD yang menangani Komunikasi dan Informatika.

21. Aktivitas setiap Pegawai wajib diperiksa oleh atasan langsung dan 

memberi penilaian paling lama 3 x 24 jam hari kerja setelah 

penginputan.

22. Apabila atasan langsung tidak melaksanakan pemeriksaan 

sebagaimana disebutkan pada poin 21 maka poin aktivitas atasan 

langsung tersebut dikurangi sebesar poin aktivitas bawahan yang 

diajukan dan aktivitas yang diajukan bawahan tersebut secara otomatis 

disetujui oleh sistem.

23. Apabila pegawai mendapat perlakuan tidak adil terhadap penilaian 

atasan langsung atas aktivitas yang telah dilaksanakannya maka 

pegawai yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan dalam 2 x 24 

jam hari kerja setelah penilaian melalui sistem.

24. Tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh bawahan sebagaimana 

disebutkan pada poin 23 wajib diputuskan paling lama 2 x 24 jam hari 

kerja. Apabila tidak diproses selama 2 x 24 jam hari kerja maka 

otomatis keberatan disetujui.

25. Apabila keberatan yang diajukan diterima sebagaimana disebutkan 

pada poin 23 maka Pegawai yang mengajukan keberatan diberi poin 

sebesar dua kali poin aktivitas yang diajukan.

26. Apabila keberatan yang diajukan sebagaimana disebutkan pada poin 23 

ditolak maka Pegawai yang mengajukan keberatan diberi sanksi berupa 

pengurangan poin sebesar poin aktivitas yang diajukan.

27. Pengajuan keberatan diproses pada bulan yang berkenaan sebelum 5 

hari kerja terakhir pada bulan berjalan, jika melewati batas tersebut 

diproses selambat-lambatnya pada bulan berikutnya.



28. Penilaian hasil pelaksanaan pekerjaan pegawai yang atasan 

langsungnya adalah Pejabat pelaksana tugas atau Pejabat pelaksana 

harian adalah atasan dari atasan langsung.

29. Penilaian aktivitas Kepala SKPD dilakukan oleh Asisten Sekdakab 

sesuai dengan Peraturan Bupati Samosir tentang Alur/Garis Koordinasi 

Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir dengan Satuan Kerja Perangkat 

Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir

B. Tambahan Penghasilan Dinamis SKPD

1. Tambahan penghasilan dinamis SKPD dihitung berdasarkan realisasi 

anggaran dan bobot laporan-laporan.

2. Realisasi anggaran dihitung berdasarkan serapan anggaran terhadap 

target capaian anggaran SKPD.

3. Bobot laporan-laporan dihitung dari ketepatan waktu penyerahan 

laporan.

4. Besaran tambahan penghasilan dinamis SKPD dihitung dengan rumus 

sebagai berikut:

Tambahan Penghasilan Dinamis SKPD

(Nilai Tambahan penghasilan 
Dinamis X 20%) X Y

Y = A + £(Bi+....+Bn)

Y = Persentase Prestasi Capaian SKPD

A = Persentase Realisasi Anggaran SKPD

X (B i+ ....+B n ) = Total Persentase setiap laporan

Bi,....Bn = Total Persentase laporan/n

Bi = Laporan 1

Bn = Laporan n

N = Jumlah Laporan

5. Persentase prestasi capaian SKPD (Y) sebesar 100% yang terdiri dari 

50% untuk Realisasi Anggaran SKPD (A) dan 50% untuk Total 

persentase laporan SKPD (£(Bi+....+Bn).



a. Presen tase Realisasi Anggaran SKPD (A) dihitung per triwulan dengan 

presentase maksimal 50% (apabila realisasi anggaran SKPD 100 %). 

Yang dimaksud dengan Presentase Realisasi Anggaran SKPD (A) 

adalah akumulasi Realisasi Anggaran SKPD bulan pertama, kedua 

dan ketiga setiap triwulan.

b. Total persentase laporan SKPD per triwulan (X(Bi+....+Bn)) maksimal 

50% (apabila laporan wajib SKPD diserahkan sesuai dengan jadwal) 

Yang dimaksud (Z(Bi+....+Bn)) per triwulan adalah akumulasi 

persentase laporan SKPD bulan pertama, kedua dan ketiga setiap 

triwulan.

6. Jenis dan Bobot Laporan-Laporan SKPD pertriwulan:

Laporan SKPD TW I

No. Jenis Laporan
Bobot SKPD

PenerimaJanuari Februari Maret

1. Laporan Realisasi 
Fisik

18,5% 9,1 % 25% Bagian
Pembangunan
Sekretariat
Daerah

2. Laporan Presensi 12,5% 9,1 % 25% BKD
3. Laporan

LHKPN / LHKASN
9,1 % Inspektorat

4. LAKIP 9,1 % Bagian ORTALA
Sekretariat
Daerah

5. Peijanjian Kineija 9,1 % Bagian ORTALA
Sekretariat
Daerah

6. LKPJ 9,1 % Bappeda

7. LPPD 9,1 % Bagian Tapem
Sekretariat
Daerah

8. Data Profil PNS 9,1 % BKD

9. Laporan Pelaksanaan 
Sistem Pengendalian 
Intern Pemerintah 
(SPIP)

9,1 % Inspektorat

10. Laporan Keuangan 19% BPKAD

11. Laporan Barang 
Pengguna

12,5% BPKAD

12. Renja 9,1 % Bappeda
13. Laporan Realisasi 

DAK
12,5% BPKAD

14. Profil SKPD 25 % Bappeda



15. Laporan Tindak 
Lanjut Hasil 
Pemeriksaan (TLHP)

12,5% Inspektorat

16. Berita Acara 
Rekonsiliasi 
Pendapatan Daerah

12,5% 9,1 % 25% Bapenda

Laporan SKPD TW II

No. Jenis Laporan Bobot SKPD
PenerimaApril Mei Juni

1. Laporan Realisasi 
Fisik

20% 40% 25% Bagian
Pembangunan
Sekretariat
Daerah

2. Laporan Presensi 20% 30% 25% BKD
3. Laporan Realisasi 

DAK
20% BPKAD

4. Laporan Tindak 
Lanjut Hasil 
Pemeriksaan 
(TLHP)

20% Inspektorat

5. Berita Acara 
Rekonsiliasi 
Pendapatan 
Daerah

20% 30% 25% Bapenda

6. Renja 25% Bappeda

Laporan SKPD TW III

No. Jenis Laporan
Bobot SKPD

Juli Agustus September Penerima

1. Laporan 
Realisasi Fisik

16% 25% 40% Bagian
Pembangunan
Sekretariat
Daerah

2. Laporan
Presensi

14% 20% 30% BKD

3. Laporan
Keuangan

14% BPKAD

4. Laporan
Barang
Pengguna

14% BPKAD

5. Laporan 
Realisasi DAK

14% BPKAD

6. Profil SKPD 30% Bappeda

7. Laporan 
Tindak Lanjut 
Hasil
Pemeriksaan
(TLHP)

14% Inspektorat



8. Berita Acara 
Rekonsiliasi

14% 25% 30% Bapenda

Pendapatan
Daerah

Laporan SKPD TW IV

No. Jenis Laporan
Bobot SKPD

Oktober Nopember Desember Penerima

1 . Laporan Realisasi 
Fisik

20% 25% 40% Bagian
Pembangunan
Sekretariat
Daerah

2. Laporan Presensi 20% 25% 30% BKD

3. Laporan Realisasi 
DAK

20% BPKAD

4. Profil SKPD 25% Bappeda

5. Laporan Tindak 
Lanjut Hasil 
Pemeriksaan (TLHP)

20%

•

Inspektorat

6. Laporan 
Rekonsiliasi 
Pendapatan Daerah

20% 25% 30% Bapenda

7. Setiap laporan wajib disampaikan paling lambat tanggal 5 setiap 

bulannya. Jika tanggal 5 jatuh pada hari libur maka batas 

penyampaian laporan adalah pada hari pertama hari keija berikutnya,

8. Keterlambatan penyampaian laporan wajib SKPD dikurangi sebesar:

a. Persentase bobot setiap laporan (tabel diatas) bervariasi pada setiap 

laporan, dimana total persentase menjadi acuan dalam pembayaran 

tambahan penghasilan dinamis prestasi keija SKPD khususnya 

laporan SKPD.

b. Total persentase laporan SKPD per bulan maksimal 50% dari prestasi 

Dinamis SKPD apabila keterlambatan satu hari dikurangi sebesar 

10% dari bobot setiap laporan, demikian untuk keterlambatan setiap 

harinya hingga sebesar-besarnya 50 %  dalam 5 hari dari jumlah 

maksimal yang dibayarkan setiap triwulannya.

9. Format laporan wajib SKPD diunduh pada aplikasi ekinerja

10. Mekanisme penyampaian laporan wajib SKPD adalah:

a. SKPD menyampaikan laporan wajib SKPD melalui aplikasi ekineija 

kepada SKPD Penerima laporan.



b. Tanggal diterimanya laporan terhitung sejak disetujui oleh SKPD 

penerima pada aplikasi ekinerja.

c. Apabila laporan disampaikan sebelum batas waktu dan diperiksa 

oleh SKPD penerima melewati batas waktu penyampaian laporan 

maka SKPD pemberi laporan tidak dikenakan pengurangan 

tambahan penghasilan.

Faktor Pengurang Tambahan Pengahasilan Pegawai
1. Faktor Pengurang TPP berdasarkan antara lain:

a. Pegawai yang tidak masuk keija;

b. Pegawai yang terlambat keija (TL);

c. Pegawai yang pulang sebelum waktunya (PSW);

d. Tidak mengikuti apel pagi, apel gabungan pada hari senin, senam pada hari 

jumat dan tidak mengikuti upacara pada hari keija.

2. Pegawai yang tidak masuk keija pada bulan beijalan selain cuti, maka 

diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebesar 3% (tiga persen) dari 

TPP yang diperoleh pada bulan berkenaan untuk tiap 1 (satu) hari tidak 

masuk keija.

3. Pegawai yang terlambat masuk keija pada bulan beijalan, maka diberikan 

pengurangan TPP yang diperoleh pada bulan berkenaan sebagai berikut:

Keterlambatan
(TL)

Lama
Keterlambatan per hari

Persentase
Pengurangan

TL 1 1 detik s.d < 6 menit 0,125%

TL 2 6 menit s.d <31 menit 0,5%

TL 3 31 menit s.d <61 menit 1 %

TL 4 61 menit s.d <91 menit 1,25%

TL 5 £ 91 menit dan atau tidak 

melakukan finger print atau 

mengisi daftar hadir masuk keija

1%

4. Pegawai yang pulang keija sebelum waktunya pada bulan beijalan, diberikan 

pengurangan tambahan penghasilan yang diperoleh pada bulan berkenaan 

sebagai berikut:

Pulang Sebelum 
Waktu (PSW)

Lama Meninggalkan Pekerjaan 
Sebelum Waktunya 

(per hari)
Persentase

Pengurangan
PSW 1 1 detik s.d < 31 menit 0,5 %



PSW 2 31 menit s.d <61 menit 1 %

PSW 3 61 menit s.d <91 menit 1,25 %

PSW 4 > 91 menit dan atau tidak 

melakukan finger print atau 

mengisi daftar hadir pulang keija

1,55 %

5. Pegawai yang terlambat masuk keija dan pulang sebelum waktunya karena 

suatu hal diberikan dispensasi maksimal 2 kali dalam sebulan sehingga 

tidak dikenakan pengurangan TPP, selebihnya akan dikenakan pengurangan 

TPP tanpa mempertimbangkan alasannya.

6. Pegawai yang tidak mengikuti setiap kali ativitas apel pagi, apel gabungan 

pada hari Senin, senam pada hari jumat dan Upacara pada hari kerja 

dikenakan pengurangan TPP sebesar 2% dari TPP yang diperoleh pada bulan 

berkenaan.

7. Ketidakhadiran dalam melaksanakan aktivitas apel pagi, apel gabungan 

pada hari senin, senam pada hari jumat, upacara pada hari keija dan 

Pegawai yang terlambat masuk keija dan pulang sebelum waktunya karena 

melaksanakan aktivitas lain sesuai perintah atasan harus dibuktikan 

dengan surat tugas dan tidak dikenakan pengurangan TPP.

8. Surat tugas yang dimaksud pada poin V.7 diinput pada aplikasi e-kineija 

bersamaan dengan aktivitas.

9. Pegawai yang tidak melaksanakan aktivitas apel pagi, apel gabungan pada 

hari senin, senam pada hari jumat, upacara pada hari keija dan Pegawai 

yang terlambat masuk keija dan pulang sebelum waktunya tidak dikenakan 

pengurangan TPP apabila telah mendapat faktor pengurang tidak masuk 

keija.

10. Absen manual apel pagi, apel gabungan, senam, dan upacara paling lambat 

2 jam setelah aktivitas sudah harus diinput ke aplikasi e-kinerja.

11. Pegawai Disabilitas yang tidak dapat mengikuti Aktivitas apel pagi, apel 

gabungan pada hari senin, senam pada hari jumat, upacara pada hari keija 

diberi dispensasi dan dibuktikan dengan absen manual.

12. Besaran faktor Pengurang TPP paling banyak sebesar 100%.

13. Apabila teijadi bencana alam/sosial yang tidak memungkinkan pegawai melakukan 
absensi finger print, aktivitas apel gabungan, apel pagi, senam dan upacara maka 
tidak akan dilakukan pengurangan TPP PNS, dan PNS tetap melakukan absen 

manual.



14. Bencana umum/sosial harus ditetapkan secara resmi oleh Pemerintah Kabupaten 
Samosir

VI. Pembayaran Tambahan Penghasilan

1. Tambahan penghasilan statis dan tambahan penghasilan dinamis individu 

dihitung dan dibayarkan setiap bulan sedangkan tambahan penghasilan 

dinamis SKPD dihitung dan dibayarkan sekali dalam 3 (tiga) bulan.

2. Setiap Bulan Desember dilakukan Percepatan pembayaran Tambahan 

Penghasilan.

3. Persentase kehadiran PNS pada bulan Desember dihitung sampai dengan 

tanggal 15 Desember.

4. Persentase kehadiran PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan 

dasar untuk penghitungan Tambahan Penghasilan statis pada bulan 

Desember.

5. Capaian poin aktivitas individu pada bulan Desember merupakan 

penjumlahan capaian poin pekerjaan pada tanggal 1 sampai dengan 15 

Desember dihitung 2 (dua) kali untuk menggantikan capaian poin tanggal 16 

sampai dengan 31 Desember.

6. Pembayaran TPP Pegawai CPNS dibayarkan sesuai dengan Jabatan yang 

tercantum pada Surat Keputusan pengangkatan sebagai CPNS.

7. Pembayaran TPP Pegawai CPNS terhitung mulai tanggal Surat Pernyataan 

Menjalankan Tugas.

8. Pembayaran TPP pegawai CPNS dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh 

persen) dari nilai TPP kelas jabatannya sampai dengan terbitnya keputusan 

pengangkatan dari CPNS menjadi PNS.

9. Mekanisme pembayaran lumpsum adalah SKPD mengajukan pembayaran 

lumpsum dengan melampirkan daftar hadir dan rekapitulasi daftar hadir 

secara manual dan atau finger print

10. Penghitungan tambahan penghasilan statis dalam 1 (satu) bulan melalui 

pencetakan daftar hadir elektronik atau rekapitulasi lembaran daftar hadir 

dilakukan setiap minggu oleh admin SKPD melalui sistem dan selanjutnya 

diverifikasi oleh SKPD yang menangani Kepegawaian dan Inspektorat.



11. Pembayaran Tambahan Penghasilan terhadap Pegawai yang mutasi dan 

yang melaksanakan tugas Pit yaitu:

a. Jika Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT)/ Surat Keterangan 

Menduduki Jabatan dari tanggal 1 s/d 15 maka tambahan penghasilan 

dibayarkan sesuai dengan nilai tertinggi tambahan penghasilan pada 

SKPD yang dituju dengan poin terakumulasi dari SKPD asal dan SKPD 

yang dituju.

b. Jika Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT)/Surat Keterangan 

Menduduki Jabatan diatas tanggal 15 maka tambahan penghasilan 

dibayarkan sesuai dengan nilai tertinggi tambahan penghasilan pada 

SKPD asal dengan poin terakumulasi dari SKPD asal dan SKPD yang 

dituju.

12. Tingkat Hukuman disiplin yaitu :

a. Hukuman disiplin ringan dikurang 10 % sehingga dibayarkan 90 % dari 

TPP statis dan berlaku selama 1 (satu) bulan pada bulan berkenaan 

hukuman disiplin ditetapkah.

b. Hukuman disiplin sedang dikurang 20 % sehingga dibayarkan 80 % TPP 

statis dan berlaku selama 3 (tiga) bulan berturut-turut sejak bulan 

berkenaan hukuman disiplin ditetapkan.

c. Hukuman disiplin berat dikurang 50 % sehingga dibayarkan 50 %  TPP 

statis dan berlaku selama 6 (enam) bulan berturut-turut - sejak bulan 

berkenaan hukuman disiplin ditetapkan.

d. Pada saat pegawai mendapatkan hukuman disiplin lebih dari 1 (satu) 

hukuman disiplin maka yang berlaku adalah hukuman disiplin yang 

paling tinggi.

13. Besaran tambahan penghasilan dinamis individu dihitung setiap bulan 

selambat-lambatnya 6 (enam) hari kalender bulan berikutnya.

14. Tambahan penghasilan dinamis SKPD dibayarkan setiap bulan April, Juli, 

Oktober dan Desember yang merupakan akumulasi bulan pertama, bulan 

kedua dan bulan ketiga setiap triwulan. Tampilan laporan tambahan 

penghasilan dinamis SKPD setiap bulannya dapat dilihat pada akun pribadi 

pegawai di aplikasi ekineija, yang kemudian diakumulasi dalam satu 

triwulan untuk dibayarkan pada laporan triwulan penghasilan dinamis 

SKPD.

15. SKPD mengajukan SPP dan SPM tambahan penghasilan dengan 

melampirkan laporan tambahan penghasilan yang dicetak dari aplikasi 

ekinerja setelah disetujui oleh Pejabat yang Berwenang.



16. Pengembalian satu hari adalah tambahan penghasilan dinamis individu 

dibagi hari keija.

17. SKPD yang menerima insentif upah pungut sesuai dengan Peraturan 

Pemerintah nomor 69 tahun 2010, dibayarkan sesuai dengan realisasi pajak 

retribusi dan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Bupati Samosir tentang 

Besaran dan Penerima Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

VII. Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan
1. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan e-kinerja dilaksanakan oleh Aparat 

Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dengan melakukan verifikasi sampel 

Pegawai sekurang-kurangnya 2% dari total pegawai yang menginput 

ekineija.

2. Apabila terdapat temuan Tim Monitoring dan Evaluasi terhadap aktivitas 

pegawai yang tidak benar maka pegawai dan atasan langsung pegawai yang 

bersangkutan diwajibkan melakukan pengembalian tambahan penghasilan 

sebesar tambahan penghasilan satu hari pada tanggal aktivitas yang 

menjadi temuan.

3. Pengembalian tambahan penghasilan hasil temuan akan dikurangi dari 

tambahan penghasilan pada bulan berikutnya.

4. Inspektorat wajib menyampaikan laporan hasil evaluasi kinerja pegawai 

kepada Bupati Samosir secara berkala.

5. Inspektorat berwenang untuk menerima atau menolak atas keberatan yang 

diajukan.

6. Keberatan yang diajukan oleh Pegawai sebagaimana disebut pada poin 

IV.A.23 diakomodir dalam sistem e-kinerja untuk selanjutnya dilakukan 

verifikasi oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Samosir terhadap kebenaran 

keberatan dimaksud sesuai dengan mekanisme pengawasan yang berlaku.

7. Yang dimaksud dengan diberi poin sebesar dua kali poin aktivitas yang 

diajukan sebagaimana disebut poin IV.A.25 adalah poin yang disetujui 

ditambah dengan poin sebesar yang diajukan pada saat keberatan.

BUPATI SAMOSIR,



LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR 
NOMOR : \ V o  TAHUN 2020
TANGGAL : 20 2020
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS

PELAKSANAAN PEMBAYARAN 
TAMBAHAN PENGHASILAN 
PEGAWAI, BESARAN
TERTINGGI TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI, DAN 
DAFTAR AKTIVITAS PEGAWAI 
PADA APLIKASI E-KINERJA DI 
LINGKUNGAN PEMERINTAH 
KABUPATEN SAMOSIR

NILAI TERTINGGI TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Kelas Jab atan/Jabatan  ASN
Nilai Tertinggi 

Tam bahan Penghasilan  
Pegawai Per Bulan (Rp)

Perangkat Daerah

15 27,500,000

SEKRETARIAT DAERAH

14 22,000,000
13 14,000,000
12 10,000,000
9 4,250,000
8 2,000,000
7 1,800,000
6 1,500,000
5 1,200,000
3 800,000

Ajudan lapangan Bupati/W akil Bupati 2,000,000
Bendahara Pengeluaran 3,000,000
Bendahara Penerimaan 1,700,000
Pengurus Barang 2,000,000

14 22,250,000

INSPEKTORAT

12 10,250,000

11 8,950,000
9 4,400,000
8 2,100,000
7 1,900,000
6 1,600,000
5 1,300,000
3 900,000

Auditor Utama 9,000,000
Auditor M adya 8,950,000
Auditor M uda 4,640,000
Auditor Pertama 3,115,000
Auditor Penyelia 2,500,000
Auditor Pelaksana Lanjutan 2,000,000
Auditor Pelaksana 1,500,000
Pengawas Pem erintahan Utama 9,000,000
Pengawas Pem erintahan Madya 8,950,000
Pengawas Pem erintahan Muda 4,640,000
Pengawas Pem erintahan Pertama 3,115,000
Pengawas Pem erintahan Penyelia 2,500,000
Pengawas Pem erintahan Pelaksana Lanjutan 2,000,000
Pengawas Pem erintahan Pelaksana 1,500,000
Bendahara Pengeluaran 2,200,000
Pengurus Barang 1,700,000

14 21,250,000



12 10,000,000

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
DAERAH

11 8,750,000
9 4,250,000
8 2,000,000
7 1,800,000
6 1,500,000
5 1,200,000
3 800,000

Bendahara Pengeluaran 2,500,000
Pengurus Barang 2,000,000

14 21,250,000

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET  
DAERAH

12 10,000,000
11 8,750,000
9 4,250,000
8 2,000,000
7 1,800,000
6 1,500,000
5 1,200,000
3 800,000

Bendahara SKPKD 3,000,000
Bendahara Pengeluaran 2,500,000
Bendahara Penerimaan 2,100,000
Pengurus Barang 2,000,000

14 14,000,000

BADAN PENDAPATAN DAERAH

12 . 7,000,000
11 5,500,000
9 2,500,000
8 1,800,000
7 1,500,000
6 1,200,000
5 900,000
3 500,000

Bendahara Pengeluaran 2,200,000
Bendahara Penerim aan 2,200,000
Pengurus Barang 1,800,000

14 14,000,000

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

12 7,000,000
11 5,500,000
9 2,500,000
8 1,800,000
7 1,500,000
6 1,200,000
5 900,000
3 500,000

Bendahara Pengeluaran 2,200,000
Pengurus Barang 1,700,000

14 14,000,000

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA  
DAERAH

12 7,000,000
11 5,500,000
9 2,500,000
8 1,800,000
7 1,500,000
6 1,200,000
5 900,000
3 500,000

Bendahara Pengeluaran 2,200,000
Pengurus Barang 1,700,000

14 14,000,000

DINAS KEBUDAYAAN, KEBUDAYAAN DAN 
OLAH RAGA

12 7,000,000
11 5,500,000
9 2,500,000
8 1,800,000
7 1,500,000
6 1,200,000



5 900,000
3 500,000

Bendahara Pengeluaran 2,200,000
Pengurus Barang 1,700,000

14 14,000,000

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN  
SIPIL

12 7,000,000
11 5,500,000
9 2,500,000
8 1,800,000
7 1,500,000
6 1,200,000
5 900,000
3 500,000

Bendahara Pengeluaran 2,200,000
Bendahara Penerimaan 1,760,000
Pengurus Barang 1,700,000

14 14,000,000

DINAS KESEHATAN

12 7,000,000
11 5,500,000
9 2,500,000
8 1,800,000
7 1,500,000
6 1,200,000
5 900,000
3 .  500,000

Bendahara Pengeluaran 2,500,000
Bendahara Penerim aan 1,650,000
Pengurus Barang 2,000,000

LUM PSUM
Kepala Puskesmas K e la s+  2.500.000
Dokter Puskesmas Kelas + 1 .7 0 0 .0 0 0

14 2,360,000
13 2,120,000
12 1,690,000
11 1,310,000
10 1,140,000
9 900,000
8 800,000
7 700,000
6 600,000
5 500,000
4 300,000
3 240,000

Bendahara Pengeluaran Puskesmas 1,000,000
Pengurus Barang Puskesmas 900,000

14 14,000,000

DINAS KETAHANAN PANGAN

12 7,000,000
11 5,500,000
9 2,500,000
8 1,800,000
7 1,500,000
6 1,200,000
5 900,000
3 500,000

Bendahara Pengeluaran 2,200,000
Pengurus Barang 1,700,000

14 14,000,000

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORM ATIKA

12 7,000,000
11 5,500,000
9 2,500,000
8 1,800,000
7 1,500,000
6 1,200,000
5 900,000



3 500,000
Bendahara Pengeluaran 2,200,000
Bendahara Penerim aan 1,900,000
Pengurus Barang 1,800,000

14 14,000,000

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

12 7,000,000
11 5,500,000
9 2,500,000
8 1,800,000
7 1,500,000
6 1,200,000
5 900,000
3 500,000

Kepala UPT Kebun Raya 3,000,000
Bendahara Pengeluaran 2,500,000
Bendahara Penerim aan 2,000,000
Pengurus Barang 2,000,000

LU M PSUM
9 1,300,000
8 900,000
7 800,000
6 700,000
5 650,000
3 300,000

Bendahara Kebun Raya 1,200,000
Pengurus Barang Kebun Raya 1,000,000

14 14,000,000

DINAS PARIW ISATA

12 7,000,000
11 5,500,000
9 2,500,000
8 1,800,000
7 1,500,000
6 1,200,000
5 900,000
3 500,000

Bendahara Pengeluaran 2,750,000
Bendahara Penerim aan 1,900,000
Pengurus Barang 1,800,000

14 15,500,000

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN  
RUANG

12 7,500,000
11 6,000,000
9 3,250,000
8 1,900,000
7 1,800,000
6 1,500,000
5 1,200,000
3 500,000

Bendahara Pengeluaran 3,250,000
Bendahara Penerimaan 2,900,000
Pengurus Barang 2,100,000

14 14,000,000

DINAS PEMBERDAYAAN PEREM PUAN, ANAK, 
MASYARAKAT DAN DESA

12 7,000,000
11 5,500,000
9 2,500,000
8 1,800,000
7 1,500,000
6 1,200,000
5 900,000
3 500,000

Bendahara Pengeluaran 2,200,000
Pengurus Barang 1,700,000

14 14,000,000
12 7,000,000
11 5,500,000



9 2,500,000

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

8 1,800,000
7 1,500,000
6 1,200,000
5 900,000
3 500,000

Bendahara Pengeluaran 2,200,000
Bendahara Penerim aan 1,760,000
Pengurus Barang 1,700,000

14 14,000,000

DINAS PENDIDIKAN

12 7,000,000
11 5,500,000
9 2,500,000
8 1,800,000
7 1,500,000
6 1,200,000
5 900,000
3 500,000

Bendahara Pengeluaran 2,750,000
Pengurus Barang 2,000,000

LUM PSUM
Pengawas Sekolah SM P Kelas +  660.000
Pengawas Sekolah SD Kelas +  200.000
Kepala Sekolah TK  &  SD bersertifikasi 690,000
Kepala Sekolah SM P Bersertifikasi 870,000

JF T  bersertifikasi/JFU
14 1,350,000
13 1,250,000
12 1,100,000
11 720,000
10 630,000
9 600,000
8 575,000
7 517,500
6 450,000
5 345,000
4 300,000
3 250,000

Kepala Sekolah TK  8t SD yang non sertifikasi 920,000
Kepala Sekolah SM P non Bersertifikasi 1,120,000

JF T  non bersertifikasi
1,500,00014

13 1,350,000
12 1,250,000
11 1,100,000
10 720,000
9 630,000
8 600,000
7 575,000
6 500,000
5 460,000
4 400,000
3 350,000

Bendahara Pengeluaran SD, SMP 900,000
Pengurus Barang SD , SM P 800,000

14 14,000,000

SEKRETARIAT DPRD

11 6,500,000
9 2,500,000
8 1,800,000
7 1,500,000
6 1,200,000
5 900,000
3 500,000

Bendahara Pengeluaran 2,500,000



Pengurus Barang 1,700,000
14 14,000,000

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN 
KELUARGA BERENCANA

12 7,000,000
11 5,500,000
9 2,500,000
8 1,800,000
7 1,500,000
6 1,200,000
5 900,000
3 500,000

Bendahara Pengeluaran 2,200,000
Pengurus Barang 1,700,000

14 14,000,000

DINAS PERHUBUNGAN

12 7,000,000
11 5,500,000
9 2,500,000
8 1,800,000
7 1,500,000
6 1,200,000
5 900,000
3 500,000

Bendahara Pengeluaran 2,200,000
Bendahara Penerim aan 1,900,000
Pengurus Barang 1,800,000

14 . 14,000,000

DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

12 7,000,000
11 5,500,000
9 2,500,000
8 1,800,000
7 1,500,000
6 1,200,000
5 900,000
3 500,000

Bendahara Pengeluaran 2,200,000
Pengurus Barang 1,800,000

14 14,000,000

DINAS PERTANIAN

12 7,000,000
11 5,500,000
9 2,500,000
8 1,800,000
7 1,500,000
6 1,200,000
5 900,000
3 500,000

Kepala BBI 3,000,000
2,750,000Bendahara Pengeluaran

Bendahara Penerim aan 1,650,000
Pengurus Barang 2,000,000

LU M PSUM
14 7,000,000
13 3,500,000
12 3,500,000
11 2,750,000
10 2,000,000
9 1,000,000
8 900,000
7 700,000
6 600,000
5 450,000
4 300,000
3 250,000
14 15,500,000
12 7,500,000
11 6,000,000



9 3,250,000

DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN 
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

8 1,900,000
7 1,800,000
6 1,500,000
5 1,200,000
3 500,000

Bendahara Pengeluaran 3.250.000
2.900.000
2.100.000

Bendahara Penerim aan
Pengurus Barang

14 14,000,000

DINAS SOSIAL

12 7,000,000
11 5,500,000
9 2,500,000
8 1,800,000
7 1,500,000
6 1,200,000
5 900,000
3 500,000

Bendahara Pengeluaran 2,200,000
Pengurus Barang 1,700,000

14 14,000,000

DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI, 
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

12 7,000,000
11 5,500,000
9 2,500,000
8 . 1,800,000
7 1,500,000
6 1,200,000
5 900,000
3 500,000

Kepala UPT BLK 3,000,000
Bendahara Pengeluaran 2,500,000
Bendahara Penerim aan 1,900,000
Pengurus Barang 1,800,000

13 10,000,000

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

9 2,500,000
8 1,800,000
7 1,800,000
6 1,500,000
5 1,200,000
3 500,000

Bendahara Pengeluaran 2,200,000
Pengurus Barang 1,700,000

12 7,000,000

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr.. 
HADRIANUS SINAGA

11 5,500,000
9 2,500,000
8 1,800,000
7 1,500,000
6 1,200,000
5 900,000
4 700,000
3 500,000

Bendahara Pengeluaran 2,200,000
Bendahara Penerimaan 1,800,000
Pengurus Barang 2,200,000

LUM PSUM
Dokter Spesialis 22,800,000
Dokter Umum 2,600,000
Dokter Gigi 2,600,000
Kepala instalasi K e la s+ 500.000

14 2,360,000
13 2,120,000
12 1,690,000
11 1,310,000
10 1,140,000



9 990,000
8 790,000
7 700,000
6 610,000
5 500,000
4 300,000
3 240,000

Bendahara Pengeluaran 2,200,000
Bendahara Penerimaan 1,800,000
Pengurus Barang 2,000,000

14 14,000,000
12 7,000,000

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

11 5,500,000
9 2,500,000
8 1,800,000
7 1,500,000
6 1,200,000
5 900,000
3 500,000

Bendahara Pengeluaran 2,200,000
Pengurus Barang 1,700,000

12 10,000,000

KANTOR CAM AT

11 5,000,000
9 2,500,000

8 1,800,000
7 1,500,000
6 1,200,000
5 900,000
3 500,000

Bendahara Pengeluaran 1,800,000
Bendahara Penerimaan 1,500,000
Pengurus Barang 1,600,000

9 2,100,000

KELURAHAN
8 1,800,000
7 1,500,000
6 1,200,000
5 900,000

LUM PSUM
9 1,000,000

Pegawai SKPD yang bertugas di pos 
pelabuhan, Pegawai yang m em ungut retribusi 

dan pajak

8 900,000
7 800,000
6 700,000
5 500,000
4 400,000
3 300,000

TPP TAMBAHAN BAGI PEGAWAI TANG MELAKSANAKAN TUGAS TAMBAHAN

Tugas Tertentu Besaran TPP Tambahan
(Rp)

Administrator Simda 1,200,000
Asisten Administrator Simda 1,000,000
Supervisor Gaii 1,200,000
Operator Gaii 1,000,000
Administrasi SIM DA BM D 800,000
KBUD 3,000,000
Bendaharaan Pengeluaran SKPKD 1,200,000
Operator Console PBB-P2 1,000,000
Pokja Pemilihan UKPBJ 3,000,000
Staf Pendukung UKPBJ 300,000
Operator Jaringan 1,500,000
Asisten Operator Jaringan 500,000



P ok ja  E k in e r ja 1 ,000 ,000

A d m in  E k in e r ja 1 ,500 ,000
A s is ten  A d m in  E k in e r ja 1 ,000 ,000
O p era to r  P en ga d u a n 7 00 ,0 0 0

K a su b b a g  P e re n ca n a a n / P ro g ra m / P e la p o ra n / E va lu as i 500 ,0 0 0

S ek re ta r is  K orp ri 500 ,0 0 0

K a su b b a g  P eren ca n a a n  / P rogram  / P e la p o ra n  / E va lu as i 500 ,0 0 0

BUPATI SAM OS II



LAMPIRAN III KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR i 3 G TAHUN 2020

TANGGAL J20 AP£l!_ 2020

TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN 
PEMBAYARAN TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI, NILAI 
TERTINGGI TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI DAN DAFTAR 
AKTIVITAS PEGAWAI PADA APLIKASI 
E-KINERJA DAN DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR

DAFTAR AKTIVITAS PEGAWAI PADA APLIKASI E-KINERJA

NAMA TUGAS NAMA AKTIVITAS POIN WAKTU
NORMAL

Pengadm in istrasian M enerim a/m elayan i tam u
t

15 10

Pengadm in istrasian M enerim a / m encatat / M ensortir/ D istribusi / 
M engarsip  su rat m asuk /ke lu ar /SPJ

14 10

Pengadm in istrasian M enata  ars ip/d oku m en /bu ku  p u stak a 28 20

Pengadm in istrasian M em bu at nom or su rat  
keluar/ stem pel/am plop

6.5 5

Pengadm in istrasian M en gan tar Surat/D okum en/in form asi 13 10

Pengadm in istrasian M enerim a D okum en  Pers iapan  Pen gadaan  
(DPP)

17 • 10

Saran /D ispos is i S u ra t M a su k 11 10

Saran /D ispos is i S u ra t  K e luar 11 10

Saran /D ispos is i D a n  la innya 11 10

M em bu at K onsep SPT 16.5 15

M em bu at K onsep B A P 51 30

M em bu at K onsep Form ulir/ b lanko  / ku isioner,d ll 30 30

M em bu at K onsep SPD / SPP/SPM  / SP2D 36 30

M em bu at K onsep SO P 66 60

M em bu at K onsep S u ra t K e luar L ingkun gan  K abupaten  
Sam osir

30 30

M em bu at K onsep S u ra t K e luar L u a r  K abu paten  Sam osir 36 30

M em bu at K onsep N ota  D in as 33 30

M em bu at K onsep Telaah  S ta ff 49.5 45

M em bu at K onsep S u ra t K eputusan  B upati/D PR D 66 60

M em bu at K onsep S u ra t K eputusan  K epala  O PD 45 45

M em bu at K onsep Peratu ran  B up ati 72 60



M em bu at K onsep Peratu ran  D ae rah 84 60

M em bu at K onsep Proposal 66 60

M em bu at K onsep M oU 42 30

M em b u at K onsep K e ija sam a 39 30

M em bu at K onsep RK PD  / R PJM D /R PJPD 84 60

M em bu at K onsep R an can gan  R en ja/R K A/D PA /R B A 54 45

M em bu at K onsep S am bu tan  bupati 66 60

M em bu at K onsep P ap a ran 66 60

M em bu at K onsep T O R  K egiatan/Petun juk  Tekn is/Juk lak 66 60

M em bu at K onsep R encana kegiatan/jadw al kegiatan 36 30

M em bu at K onsep S u ra t E d a ran 66 60

M em bu at K onsep M en yusu n  LAK IP/LPPD /TAPK IN 66 60

M em bu at K onsep M en yusu n  R E N ST R A 72 60

M em bu at K onsep M em bu at R encana U m u m  
Pen gadaan  / K ontrak / SPK

72 60

M em bu at K onsep M em bu at konsep
berita /j  u m a l / bu letin  / m aja lah

72 60

M em bu at K onsep Penyuntingan  berita 30 30

M em bu at K onsep D esign  b a h a n  prom osi 
(span du k  / baliho  / dll)

30 30

M em bu at K onsep L ap o ran  H as il Pem eriksaan/Investigasi 72 60

M em bu at K onsep L aporan -Lap o ran ’ 30 3 0

M em bu at K onsep SPJ 42 30

M em bu at K onsep D okum en  L ingkun gan 66 60

M em bu at K onsep R isa lah 30 3 0

M em bu at K onsep D oku m en /B erkas  Lainnya 16.5 15

M engoreksi/Evaluasi/  
M em beri A rah an

SPT 5 5

M engoreksi/Evaluasi/  
M em beri A rah an

B A P 10 10

M engoreksi / E va lu as i / 
M em beri A rah an

Form ulir/ b lanko/ku isioner,d ll 10 10

M engoreksi / E va lu as i / 
M em beri A rah an

S P D /SP P/S PM /SP 2D 10 10

M engoreksi/Evaluasi/  
M em beri A rah an

SO P 15 15

M engoreksi/Evaluasi/  
M em beri A rah an

S u ra t K e luar L ingkun gan  K abupaten  
Sam osir

10 10

M engoreksi / E va lu as i / 
M em beri A rah an

S u ra t K e luar L u a r  K abu paten  Sam osir 10 10

M engoreksi/Evaluasi/  
M em beri A rah an

N ota  D in as 19.5 15

M engoreksi/Evaluasi/  
M em beri A rah an

T elaah  S ta f 19.5 15

M engoreksi/Evaluasi/  
M em beri A rah an

S u ra t K eputusan  B upati 19.5 15



M engoreksi / Evaluasi/  
M em beri A rah an

S u ra t K eputusan  K epala  O PD 18 15

M engoreksi / E va luas i / 
M em beri A rah an

Peratu ran  B upati 24 20

M engoreksi/Evaluasi/  
M em beri A rah an

Peratu ran  D ae rah 28 20

M engoreksi/Evaluasi/  
M em beri A rah an

Proposa l 19.5 15

M engoreksi/Evaluasi/  
M em beri A rah an

M oU 22 20

M engoreksi / E va lu as i / 
M em beri A rah an

K e ijasam a 22 20

M engoreksi / E va lu as i / 
M em beri A rah an

R K PD /R PJM D /R PJPD 28 20

M engoreksi / Evaluasi/  
M em beri A rah an

R en ja/R K A/D PA 33 30

M engoreksi / E va lu as i / 
M em beri A rah an

S am bu tan  bupati 22 20

M engoreksi / E va lu as i / 
M em beri A rah an

P aparan 22 20

M engoreksi/E valuasi / 
M em beri A rah an

T O R  K egiatan/Petun juk  Tekn is/Juk lak 15 15

M engoreksi/Evaluasi/  
M em beri A rah an

R en cana  kegiatan/Jadw al kegiatan 15 15

M engoreksi/Evaluasi/  
M em beri A rah an

S u ra t E d a fa n 15 15

M engoreksi / E va lu as i / 
M em beri A rah an

LAKIP/ SPIP  / LK PD  / PM PR B /Z I / S AKIP, SO P 30 30

M engoreksi / E va lu as i / 
M em beri A rah an

R enstra 22 20

M engoreksi / E va lu as i / 
M em beri A rah an

R en cana  U m u m  Pengadaan/K ontrak/SPK 22 20

M engoreksi / E va lu as i / 
M em beri A rah an

L aporan  H asil Pem eriksaan/Investigasi • 22 20

M engoreksi / E va lu as i / 
M em beri A rah an

Laporan -Lapo ran 15 15

M engoreksi/E valuasi / 
M em beri A rah an

SPJ 18 15

M engoreksi/Evaluasi/  
M em beri A rah an

D okum en  L ingkun gan 33 30

M engoreksi/Evaluasi/  
M em beri A rah an

D oku m en /B erkas Lainnya 11 10

M enyetuju i/ Paraf/  
T an d a  tangan

SPT 5 5

M eny etuj ui/ P a ra ff 
T an d a  tangan

B A P 10 10

M enyetu ju i/Paraf/  
T an d a  tangan

Form ulir/ b lanko  / ku isioner,d ll 10 10

M enyetu ju i/Paraf/  
T an d a  tangan

SPD /SPP/  SP M /S P2 D /SP PD 10 10

M enyetu ju i / Paraf/  
T an d a  tangan

SO P 10 10

M enyetu ju i / Paraf/  
T an d a  tan gan

S u ra t K e luar L ingkungan  K abupaten  
Sam osir

10 10

M enyetu ju i/Paraf/  
T an d a  tangan

S u ra t K e luar L u a r  K abupaten  Sam osir 11 10

M enyetu ju i / Paraf/ N ota  D in as 11 10



T an d a  tangan

M enyetu ju i/Paraf/  
T an d a  tangan

T elaah  S ta f 11 10

M enyetu ju i/Paraf/  
T an d a  tangan

S u ra t K eputusan  SK  B up ati 11 10

M enyetu ju i / Paraf/  
T an d a  tangan

S u ra t K eputusan  SK  K epala  O PD 10 10

M enyetuju i/ P a ra f/ 
T an d a  tangan

Peratu ran  B upati 12 10

M enyetuju i/ Paraf/  
T an d a  tangan

Peratu ran  D ae rah 14 10

M enyetu ju i/Paraf/  
T an d a  tangan

Proposa l 12 10

M enyetu ju i/Paraf/  
T an d a  tangan

M oU 11 10

M enyetu ju i / Paraf/  
T an d a  tangan

K e ija sam a 11 10

M enyetu ju i/Paraf/  
T an d a  tangan

R K PD /R PJM D /R PJPD
•

14 10

M enyetu ju i / Paraf/  
T an d a  tangan

R an can gan  R en ja/R K A/D PA 11 10

M enyetu ju i / Paraf/  
T an d a  tangan

S am bu tan  bupati 10 10

M enyetu ju i/Paraf/  
T an d a  tan gan

P aparan 10 10

M enyetu ju i / Paraf/  
T an d a  tan gan

T O R  K egiatan/Petun juk  Tekn is/Juk lak 10 . 10

M enyetu ju i/Paraf/  
T an d a  tangan

R en cana  kegiatan/Jadw al kegiatan 11 10

M enyetu ju i/Paraf/  
T an d a  tangan

S u ra t E d a ran 10 10

M enyetu ju i / Paraf/  
T a n d a  tan gan

LA K IP/SP IP/LK PD /PM PR B /ZI/SA K IP ,SO P 10 10

M enyetu ju i/Paraf/  
T an d a  tangan

R enstra 10 10

M enyetu ju i / Paraf/  
T an d a  tan gan

R encana U m u m  Pengadaan/K ontrak/SPK 10 10

M enyetuju i/ Paraf/  
T an d a  tangan

L apo ran  H as il Pem eriksaan/Investigasi . 10 10

M enyetu ju i/ Paraf/  
T an d a  tangan

Laporan -lapo ran 10 10

M enyetu ju i/Paraf/  
T an d a  tangan

SPJ 10 10

M enyetu ju i / Paraf/  
T an d a  tangan

D oku m en  L ingkun gan 10 10

M enyetu ju i/Paraf/  
T an d a  tangan

S u ra t -su ra t  berh arga 10 10



M enyetu ju i/ Paraf/  
T an d a  tangan

D oku m en /B erkas Lainnya 10 10

M em persiapkan  / 
M en yusu n /M e lak uk an

Labe lisas i b a ran g 33 30

M em persiapkan/
M en yusu n /M e lak uk an

B a h a n  p rom osi/pam eran 72 60

M em persiapkan  / 
M en yu su n /M e lak u k an

B ah an , logistik, tem pat 
Kegiatan/ A cara  / K antor

30 30

M em persiapkan/  
M en yu su n  / M e lakuk an

Perba ikan  A lat
B erat/T ruk/M obil/K endaraan  la innya

114 60

M em persiapkan  / 
M en yu su n  / M e lakuk an

Perba ikan  K om puter/Laptop/Printer/ aset  
la innya

36 30

M em persiapkan/  
M en yu su n  / M e lakuk an

Pengoperasian  A lat B erat 96 60

M em persiapkan  / 
M en yu su n /M e lak u k an

Peliputan 60 60

M em persiapkan  / 
M en yu su n  /M elakuk an

Penyuntingan  video 60 60

M em persiapkan  / 
M en yu su n  / M e lakuk an

Pem eriksaan  peke ijaan /serah  terim a  
•

39 30

M em persiapkan/  
M en yu su n  / M e lakuk an

P en gu ku ran  ja lan /batas/w ilayah ,d ll 66 60

M em persiapkan/  
M en yu su n  / M e lak u k an

T u gas  lainnya 33 30

M engkoord inasikan  / 
M engkonsu ltasikan

A n tar B agian/ B id an g  p ad a  O PD 15 15

M engkoord inasikan  / 
M engkonsu ltasikan

Lintas O PD 33 • 30

M engkoord inasikan  / 
M engkonsu ltasikan

D en gan  Pem erintah  P u sat 72 60

M engkoord inasikan  / 
M engkonsu ltasikan

D en gan  Pem erintah  Provinsi 66 60

M engkoord inasikan  / 
M engkonsu ltasikan

D en gan  Stakeholder Lainnya 60 60

M enerim a Tam u/  
M enerim a konsu ltasi

M ela lu i Telepon 5.5 5

M enerim a Tam u/  
M enerim a konsu ltas i

Pem erintah  Pu sat 54 45

M enerim a Tam u/  
M enerim a konsu ltasi

Pem erintah  P rovinsi/K abupaten  la innya 33 30

M enerim a Tam u/  
M enerim a konsu ltasi

L intas O PD 30 30

M enerim a Tam u/  
M enerim a konsu ltasi

S takeholder la innya 33 30

M enerim a Tam u/  
M enerim a konsu ltasi

Lem baga  L u a r  negeri 90 60

M enerim a T am u  / 
M enerim a konsu ltasi

M asya rak at 22 20



M en gan a lisa  / M engkaj i /
M endalam i/M em pela jari/
M enelaah

Peratu ran  Peru n dan g -U n d an gan 66 60

M en gan a lisa  / M engkaji/
M endalam i/M em pela jari/
M enelaah

D isposis i P im pinan/ A tasan 33 30

M engan a lisa  / M engka ji /
M endalam i/M em pela jari/
M enelaah

D oku m en /D ata/B erkas  Lainnya 33 30

M enghitung/ M em bayar/  
M enyetor

SPJ T u n a i d an  N on  T un ai 48 30

M enghitung/ M em bayar/  
M enyetor

Stock O pnam e K as 36 30

M enghitung/ M em bayar/  
M enyetor

Pa jak/R etribusi/Penerim aan  K as  Lainnya 33 30

M en gu m pu lk an  / M engo lah D ata/  In form asi 66 60

M enginpu t/U p load M enginput D ata 36 30

Verifikasi D okum en/Proposa l
O PD  / Stakeholder/ O rgan isasi/  M asyarakat

30 30

Verifikasi D a ta
•

20 20

Verifikasi K euan gan 33 30

Verifikasi L apo ran -Lap o ran 36 30

Verifikasi A sse t/B aran g  m ilik d aerah 33 30

Verifikasi A dm in istrasi K epegaw aian 15 15

M engikuti R ap at  
Perencanaan  / Pengan ggaran

D ip im pin  B up ati/W ak il B up ati 132 60

M engikuti R ap at  
Perencanaan  / Pengan ggaran

D ip im pin  TAPD 114 60

M engikuti R ap at  
Perencanaan  / Pengan ggaran

D ip im pin  Pok ja 96 60

M engikuti R apat/Perin tah  
K h u su s

Pem erintah  A tasan 138 60

M engikuti R apat/Perin tah  
K h u su s

D ip im pin/Instruksi B upati/W ak il B upati 132 60

M engikuti R apat/Perin tah  
K h u su s

D ip im pin/Instruksi Sekretaris  
D aerah/P im p inan  D PR D

114 60

M engikuti R apat/Perin tah  
K h u su s

D ip im pin/Instruksi A sisten 96 60

M engikuti R apat/Perin tah  
K h u su s

D ip im pin/Instruksi K epala  O PD /Anggota  
D PR D

90 60

M engikuti R apat/Perin tah  
K h u su s

D ip im pin/Instruksi Sekretaris/K abag O PD 78 60

M engikuti R apat/Perin tah  
K h u su s

D ip im pin/Instruksi K abid 72 60

M engikuti R apat/Perin tah  
K h u su s

D ipim pin
K a.U PT D  / K ap u s  / K asu bbag/  Kasie

66 60

M em bah as  / M end iskusikan A tas  persoa lan  p a d a  internal K antor 48 30



M em bah as/  M end iskusikan A tas  persoa lan  sesu a i d isposisi a tasan 42 30

M engikuti A cara O rgan isas i (D h arm a W an ita , PKK, 
B hayan gkara , dll)

66 60

M engikuti A cara A tas  in struksi B upati/W ak il B upati 114 60

M engikuti A cara A tas  in struksi Sekretaris D ae rah 96 60

M engikuti A cara A tas  in struksi Asisten 78 60

M engikuti A cara A tas  in struksi K epala  O PD 72 60

M engikuti A cara A tas  in struksi Sekretaris/K abag O PD 66 60

M engikuti A cara A tas  in struksi K epala  B id an g 60 60

M engikuti A ca ra U p a c a ra  hari-h ari b e sa r 72 60

M engikuti A cara A pe l G ab u n gan 72 60

M engikuti A cara A pe l Pagi/Sore 45 -

M engikuti A ca ra Senam  p ag i 72 60

M engikuti A cara G otong Royong 60 60

M engikuti A ca ra W aw an ca ra 48 30

M engikuti A ca ra B im tek / D ik lat 450 Per hari

SPT Perja lanan  D in as  L u a r  K abupaten  / D a lam  
Provinsi / L u a r  Provinsi

300 300

M elaporkan  K epada  A tasan Tertulis 33 30

M elaporkan  K epada  A tasan L isan 22 20

M engirim /M engantar/  
M end istribusikan

B a ra n g  / B a h a n  /B an tu an  Sosial, dll 66 60

M en gaw asi Pe lak san aan  Kegiatan Fisik 144 • 60

M en gaw asi Pe lak san aan  Kegiatan B aw ah a n 30 30

M en gaw asi A sse t b a ran g  m ilik pem erintah  p ad a  O PD 72 60

M en gaw asi Pe lak san aan  U jian 66 60

M onitoring B e rsam a  B upati/W ak il B up ati Sam osir 150 60

M onitoring B e rsam a  Sekretaris D ae rah 114 60

M onitoring B e rsam a  Asissten 84 60

M onitoring B e rsam a  O PD 78 60

M onitoring Kegiatan  lainnya 78 60

Penertiban Penertiban  Ternak/ IM B/B aliho 78 60

Penertiban PSK 84 60

Penertiban B an gu n an /P ed agan g  p a sa r 96 60

Penertiban L a lu  lin tas/kendaraan 96 60

Pen gam an an Pen gam an an  R u m ah  D in as  B upati/W ak il 
B upati/K etua  D PR D /K antor

96 60

Pen gam an an U n ju k  R asa 120 60

Pen gam an an Pen gam an an  Pim pinan  D aerah /T am u  d an  
A cara  Serem onial d an  H ari-H ari b e sa r  
la innya

102 60



Pen an ggu lan gan
K ebak aran

Pen jagaan  Posko Pem adam  K ebakaran 120 60

Pen an ggu lan gan
K ebak aran

Pem adam an  K ebakaran 168 60

K epanitiaan Notulis 96 60

K epanitiaan M C /D irigen/Pem baw a D oa/Petugas  
U pacara/A p e l G ab u n gan

96 60

K epanitiaan M oderator 96 60

K epanitiaan J u ri 48 30

K epanitiaan O perator 48 30

K epanitiaan Petugas D okum entasi 48 30

K epanitiaan Pem bina U p acara/A p e l G ab u n gan 96 60

K epanitiaan Pem bina A pe l Pagi/Sore 55 -

K epanitiaan Pem im pin/Inspektur U p aca ra 90 60

K epanitiaan Pem im pin  A pe l Pagi/Sore 50 -

K epanitiaan Pem im pin  R apat Perencanaan  
Pem ban gu jian  / Pengan ggaran

126 60

K epanitiaan Pem pim pin  R apat Lainnya 90 60

K epanitiaan Pen jaga  stan 84 60

K epanitiaan N arasu m b er 90 60

K epan itiaan Lainnya 42 30

Pem binaan Kegiatan  Pem binaan  (D esa  Pedagang pasar, 
Pem binaan  Pem ungut Retribusi/  
Pokdarw is/  Seko lah ,U K M  dll)

78 60

Survey Perencanaan/H arga/B aran g/Lokasi, dll 84 60

M elak san ak an  T u gas  
Spesifik

U ji Sam pe l Laborato rium /saran a  
p ra sa ran a  laboratorium

84 , 60

M elak san ak an  T u gas  
Spesifik

M em bu at B a h a n  Pangan/Pengaw et 114 60

M elak san ak an  T u gas  
Spesifik

M engelo la L im bah 114 60

M e lak san ak an  T u gas  
Spesifik

K alibrasi A lat 66 60

M elak san ak an  T u gas  
Spesifik

M em bu at peta 72 60

M elak san ak an  T u gas  
Spesifik

Pelim pahan  dari Kajari/Polres 90 60

M e lak san ak an  T u gas  
Spesifik

Pem eriksaan  R egu lar/kh usus/operasion a l 90 60

M elak san ak an  T u gas  
Spesifik

S ID AK  O P D / Stakeholder/ dll 96 60

M elak san ak an  T u gas  
Spesifik

C a sh  O pn am e/stock opnam e keuan gan  
d an  aset O PD

96 60

M elak san ak an  T u gas Penegakan  Perda 84 60



Spesifik

M e lak san ak an  T u gas  
Spesifik

M enyita W a jib  P a jak  yan g  tidak taat pa jak 96 60

M elak san ak an  T u gas  
Spesifik

M en yusu n  dokum en  pem ilihan dengan  
N ila i p agu  pen gadaan  sam pai dengan  5 
m iliar

114 60

M e lak san ak an  T ugas  
Spesifik

M en yu su n  dokum en  pem ilihan  dengan  
N ila i p a g u  pen gadaan  d iatas 5 m iliar

180 90

M elak san ak an  T u gas  
Spesifik

M e lakuk an  E -R everse Auction  ( m etode  
pen aw aran  h a rga  secara  beru lang)

96 60

M elak san ak an  T u gas  
Spesifik

M em bu at paket b a ru  tender/E -Purchasing  
d i ap likasi SPSE /E -C ata loque

48 30

M elak san ak an  T u gas  
Spesifik

M em berikan  Pen je lasan  (Aanwidjing). 96 60

M elak san ak an  T u gas  
Spesifik

M en yusu n  adden dum  dokum en  pem ilihan 96 60

M elak san ak an  T u gas  
Spesifik

M engup load  adden dum  dokum en  
pem ilihan

24 15

M e lak san ak an  T u gas  
Spesifik

M engunduh/m en dow n load  d an  
m endekripsi dokum en  Pen aw aran  via  
ap likasi A P E N D O

45 30

M elak san ak an  T u gas  
Spesifik

M e lak san ak an  Koreksi Aritm atik 90 60

M e lak san ak an  T u gas  
Spesifik

M e lak san ak an  E va luas i Adm inistrasi, 
Teknis d an  H arga/  B iaya

90 60

M e lak san ak an  T u gas  
Spesifik

M e lak san ak an  E va luas i Kualifikasi. ' 90 60

M elak san ak an  T u gas  
Spesifik

K larifikasi N ego isasi Teknis d an  H arga/  
B iaya  (Pengadaan  Langsung)

90 60

M elak san ak an  T u gas  
Spesifik

M encetak d an  m enyerahkan  su rat  
d u k u n gan /su ra t la innya kepada  s ta f  
pen d uk un g

33 30

M elak san ak an  T u gas  
Spesifik

M e lak san ak an  klarifikasi p en aw aran  d an  
pem buktian  kualifikasi.

90 60

M elak san ak an  T u gas  
Spesifik

M enetapkan  Pem enang/Penyedia 90 60

M elak san ak an  T u gas  
Spesifik

K larifikasi N ego isasi Teknis d an  B iaya  
(Konsultansi)

90 60

M elak san ak an  T u gas  
Spesifik

M en gu m um k an  Pem enang/Penyedia 7.5 5

M elak san ak an  T u gas  
Spesifik

M em bu at B A .E va lu asi P en aw aran  d an  BA . 
H asil Pe le langan/Pengadaan  langsung.

90 60

M elak san ak an  T u gas  
Spesifik

M en jaw ab  d an  m engup load  ja w a b a n  
san ggah

102 60

M elak san ak an  T u gas  
Spesifik

M em bu at konsep  ja w a b a n  san ggah  
ban d in g

108 60

M e lak san ak an  T u gas  
Spesifik

M em bersihkan/m enyiram  gorong-gorong/  
drainase/ p a sa r

72 60



M e la k s a n a k a n  T u g a s  
S p e s if ik

M e n g a n ta r  a ir  k e  p e m u k im a n /  te m p a t-  

t e m p a t  k e k e r in g a n

72 6 0

M e la k s a n a k a n  T u g a s  
S p e s if ik

S a k s i/ S a k s i  A h li 120 6 0

M e la k s a n a k a n  T u g a s  
S p e s if ik

M e n g ik u t i  R a p a t  U K P B J 51 3 0

M e la k s a n a k a n  T u g a s  
S p e s if ik

M o n it o r in g  K o n e k t iv it a s  J a r in g a n  IT 72 6 0

M e la k s a n a k a n  T u g a s  
S p e s i f ik

A n a lis a  d a n  E v a lu a s i  J a r in g a n  IT 72 6 0

M e la k s a n a k a n  T u g a s  
S p e s if ik

P e m e lih a ra a n / P e rb a ik a n  J a r in g a n 7 8 6 0

M e la k s a n a k a n  T u g a s  

S p e s if ik

P e la y a n a n  P a ja k 42 30

M e la k s a n a k a n  T u g a s  

S p e s if ik

P e n a g ih a n / P e m u n g u ta n  P a ja k 57 3 0

M e la k s a n a k a n  T u g a s  

S p e s if ik

P e m e r ik s a a n / R e k o n s il ia s i/  V e r i f ik a s i  P a ja k  

d a n  R e t r ib u s i

4 2 3 0

M e la k s a n a k a n  T u g a s  

S p e s if ik

B a c k  u p /  p e r e k a m a n  d a ta  d a la m  s e rv e r , 

p e n g in te g r a s ia n  a k t iv ita s  a d m in is t r a s i  

d a la m  s is m io p

16 .5 15

M e la k s a n a k a n  T u g a s  

S p e s if ik

P e r fo r a s i/ P e n c a ta ta n  B e n d a  B e rh a rg a 33 3 0

C u t i C u t i  M e la h ir k a n 3 7 5 P e r  h a r i 

c u t i

C u t i C u t i  S a k it 3 0 0 P e r  h a r i 
c u t i

C u t i C u t i  s e la in  c u t i  d i lu a r  t a n g g u n g a n  

N e g a r a

2 5 0 P e r  h a r i 

c u t i

LON


